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GUBERNUR BANTEN 

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR      31    TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
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dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

9. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Peraturan Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447);  

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2023 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2024 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 2); 

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 

Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 7); 

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 

Nomor 27); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2024. 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024  terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. pendapatan asli daerah           Rp     9.024.828.260.696 

2. pendapatan transfer   Rp     3.372.744.305.167 
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3. lain-lain pendapatan yang sah          Rp            6.430.560.000 

jumlah pendapatan                     Rp   12.404.003.125.863 

 

b. belanja 

1. belanja operasi 

a) belanja pegawai   Rp     2.387.855.754.242 

b) belanja barang dan jasa  Rp     3.762.827.581.502 

c) belanja bunga    Rp            1.029.672.328 

d) belanja hibah    Rp        977.158.618.012 

e) belanja bantuan sosial  Rp          42.988.034.478 

        Rp     7.171.859.660.562 

2. belanja modal 

a) belanja modal tanah   Rp          46.092.332.880 

b) belanja modal peralatan   Rp        337.794.670.558 

     dan mesin    

c) belanja modal gedung dan          Rp        171.787.754.271 

     bangunan 

d) belanja modal jalan, jaringan  Rp        536.407.648.367 

     dan irigasi 

e) belanja modal aset tetap   Rp          35.525.505.663 

lainnya 

f) belanja modal aset lainnya          Rp            3.021.846.769 

   Rp     1.130.629.758.508 

3.  belanja tidak terduga    

a) belanja tidak terduga           Rp                 75.000.000 

4. transfer 

a) transfer bagi hasil                Rp      3.386.606.564.438 

b) transfer bantuan keuangan Rp         218.723.928.072 

 Rp      3.605.330.492.510 

jumlah belanja dan transfer Rp    11.907.894.911.581 

suRplus/(defisit)   Rp         496.108.214.282 

 

c. pembiayaan  

1. penerimaan     Rp           86.875.060.165 

2. pengeluaran    Rp         138.497.733.036                           

jumlah pembiayaan neto           Rp         (51.622.672.871 

sisa lebih pembiayaan anggaran   Rp         444.485.541.411 

tahun berkenaan     
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Pasal 2 

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal   29  Agustus  2025          

GUBERNUR BANTEN, 

 

  ttd. 

 

      ANDRA SONI 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal  29  Agustus  2025              

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 ttd. 

 

  DEDEN APRIANDHI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR  31 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

 

HADI PRAWOTO, S.H., M.H. 

Pembina Tk.I/IVb  

         NIP. 19670619 199403 1 002 

i Prawoto, SH 


